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ABSTRAK 
Moch. Syukur Kanna, NIM E111 10 103, “Tingkat Kepercayaan Masyarakat 
terhadap Partai Golkar di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo” Kota 
Makassar. Pembimbing I : Armin Arsyad, Pembimbing II : Andi. Ali 
Armunanto 
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana tingkat kepercayaan 
masyarakat kelurahan lembo terhadap partai golkar, aspek penting mengapa partai 
besar seperti partai golkar kehilangan nama dan hampir disetiap wilayah tak 
mengenal partai golkar. berdasarkan data yang dirilis oleh KPU kota Makassar, 
Partai Golkar mengalami penurunan suara pada pemilu 2014, dimana partai 
Golkar mesti menerima kekalahan yang membawa partai Golkar ke peringkat 
kedua. Dan khususnya di kelurahan lembo yang dulunya basis partai golkar, 
menurun akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai khususnya partai 
golkar di kecamatan tallo.  
Metode penelitian kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam dengan 
15 orang informan, dan melihat bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Lembo 
terhadap partai Golkar dan faktor apa yang mempengaruhi. Dalam hal ini penulis 
menemukan bahwa ada tiga faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi 
tingkat kepercayaan masyarakat kelurahan Lembo terhadap partai Golkar, dilihat 
dari Faktor Sosiologis, Psikologis dan Pilihan Rasional.  
Hasil yang penulis dapatkan dari wawancara menunjukkan ketidaktahuan 
masyarakat terhadap partai khususnya partai golkar, tidak adanya kader dalam 
setiap wilayah yang meliputi lingkup kelurahan bahkan tingkat RW-RT. 
Kurangnya lagi minat masyarakat akan berpartisipasi dalam pemilu, tak ada 
pembelajaran dan pengenalan partai dari setiap wilayah yang membuat pemilih 
pemula menjadi tidak memilih dalam setiap pemilu, tidak adanya kegiatan 
program partai atau kader yang membuat masyarakat mengetahui tentang partai 
politik khususnya partai Golkar.  
Kata kunci : Tingkat kepercayaan masyarakat, Partai Golkar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang 
Partai Politik menurut Sigmund Neuman adalah organisasi dari 
aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 
pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan 
suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. 
Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama 
lain, demikian pula dengan keadaan partai politiknya yang memiliki 
banyak sekali variasi. Namun pada umumnya, partai politik di negara 
berkembang diharapkan juga melaksanakan fungsinya seperti di negara-
negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Dengan begitu, 
masyarakat dapat menilai mana partai politik yang cenderung membawa 
aspirasi rakyat dan mana yang tidak. 
Dalam proses demokrasi, keberadaan partai politik menjadi penting, 
sebab fungsi partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan 
merupakan instrument agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai 
koridornya. Namun tentunya, fungsi partai politik sebagai jembatan tidak 
akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, 
rakyat tetap menjadi pondasi utama dalam melangsungkan sistem 
demokrasi.  
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Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. 
Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling 
tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. 
Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga 
negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi 
hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi, baik ketika 
dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai 
politik. 
Di Indonesia sendiri, setelah gelombang reformasi terjadi yang 
ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto dan disepakatinya system 
demokrasi sebagai solusi dalam bernegara, maka pemilu dengan sistem 
multi partai kembali terjadi. Partai Golkar dipandang tidak dapat lagi 
mengedepankan wawasan kebangsaan sehingga dibentuklah sejumlah 
partai lain yang berwawasan kebangsaan. Sehingga pada pemilu 1999, 
48 partai politik diikutkan sebagai peserta pemilu. Hal ini sebagai upaya 
mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses berpolitik dan 
menentukan kebijakan.  
Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan atau partisipasi 
masyarakat dalam proses politik tidak dapat dilepaskan dari kinerja 
pemerintahan dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Biasanya partisipasi masyarakat dalam proses politik selalu dilandasi oleh 
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keinginan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
selalu berpihak pada masyarakat.  
Miriam Budhiardjo mendefenisikan1, bahwa partisipasi politik adalah 
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 
kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara 
langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 
pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai 
atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat 
pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefenisikan 
partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum 
dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 
Salah satu yang menjadi tolak ukur mengenai partisipasi politik 
masyarakat adalah melalui pemilu. Karena melalui pemilu, warga Negara 
Indonesia dapat menggunakan haknya secara penuh tanpa intervensi 
untuk menentukan pemimpinnya. Tetapi berdasarkan data dari Komisi 
Pemilihan Umum, terjadi penurunan angka pemilih dalam setiap pemilu 
pasca orde baru.   
Tingkat partisipasi politik pemilih dalam Pemilu di Indonesia pada 
Pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 % dan jumlah Golput mencapai 8,6%, 
pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi politik pemilih 96,6% dan jumlah 
                                                          
1
 Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12. 
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Golput mencapai 3,4 %, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 tingkat partisipasi 
politik pemilih 96,5% dan jumlah Golput mencapai 3,5%, pada Pemilu 
1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4% dan jumlah Golput 
3,6%, pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1% 
dan jumlah Golput mencapai 4,9%, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi 
politik pemilih mencapai 93,6% dan jumlah Golput mencapai 6,4%, pada 
Pemilu 1999 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 92,6% dan jumlah 
Golput 7,3%, pada Pemilu Legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi politik 
pemilih mencapai 84,1% dan jumlah Golput 15,9%, pada Pilpres putaran 
pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2% dan jumlah 
Golput 21,8%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi 
politik pemilih mencapai 76,6% dan jumlah Golput 23,4%. Pada Pemilu 
Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun 
yaitu hanya mencapai 70,9% dan jumlah Golput semakin meningkat yaitu 
29,1% dan pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 
71,7% dan jumlah Golput mencapai 28,3%. Sedangkan pada pilpres 2014 
hanya mencapai 70 %, dengan jumlah golput sekitar 30%. 
Secara khusus untuk kota Makassar, Lembaga Studi Kebijakan 
Publik (LSKP) merilis data partisipasi pemilih pada 10 momen pemilihan 
umum (pemilu) yang tingkat partisipasinya kurang dari 75 persen. 10 
momen pemilu itu dimulai pada pemilihan legislatif 2004 dengan jumlah 
partisipasi pemilih di Kota Makassar hanya 75,92 persen. Pemilihan 
Presiden 2004 partisipasi pemilih 72,66 persen. Pada pemilihan gubernur 
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2007 partisipasi pemilihnya 54,24 persen dan pemilihan wali kota 2008 
partisinyas 57,92 persen. Kembali Pemilu digelar pada 2009 dan dimulai 
pada pemilu legislatif partisipasi pemilihnya 57,53 persen, pilpres (65,16 
persen), pemilihan gubernur 2013 (60,54 persen), pemilihan wali kota 
2013 (59,94 persen), pemilu legislatif 2014 (63,43 persen) dan terakhir 
Pilpres 2014 tetap di angka 61,45 persen.2 
Antara Sul-Sel memberitakan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 
legislatif 2014 di kota Makassar yang hanya mencapai 61,45% atau 
sekitar 627,178 pemilih dari daftar total pemilih 1.020.585 jiwa itu, ada di 
beberapa kecamatan yang tergolong memiliki angka partisipasi yang 
rendah seperti di Kecamatan Tamalaate, Tallo, dan Manggala. 
Berdasarkan hasil pleno KPU Makassar, jumlah suara tidak sah paling 
banyak di Kecamatan Tallo yakni 6.491 atau 9,68 persen dari total suara 
sah 67.032. Di peringkat kedua Tamalate 5.626 suara batal dari 73.705 
jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.3 
Rendahnya partisipasi politik masyarakat, khususnya di kota 
Makassar, ikut berpengaruh pada partai politik. Salah satu contohnya 
adalah partai golkar. Pada pemilu tahun 2004, khusus di kota Makassar, 
partai golkar memperoleh suara sebesar 44,3%. Kemudian pada pemilu 
2009 partai golkar memperoleh suara sebesar 25,1%. Lalu pada pemilu 
2014, Golkar hanya meraih suara sebesar 14%. Bahkan salah satu 
                                                          
2
 http://www.antarasulsel.com/berita/69750/kpu-makassar-data-pemilih-diolah-manual 
3
http://www.beritasatu.com/nasional/180225-golput-di-makassar-mencapai-3855-persen.html 
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wilayah yang menjadi basis partai golkar, tepatnya di kecamatan Tallo, 
yang saat ini masuk dalam zona dapil 2, golkar hanya memperoleh suara 
sebesar 15%, berada dibawah partai demokrat yaitu 18%. Dimana pada 
pemilu sebelumnya, di kecamatan Tallo, golkar memperoleh suara 
sebesar 26%.4 
Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala lingkungan 
kelurahan Lembo, salah satu kelurahan yang masuk wilayah administrasi 
kecamatan Tallo, perolehan suara partai golkar di kelurahan ini tidak lagi 
seperti pada pemilu sebelumnya. Selain alasan masyarakat di kelurahan 
ini yang memang tidak lagi tertarik berpartisipasi dalam pemilu, partai 
golkar tidak lagi menarik di mata masyarakat. Ada beberapa hal yang 
menjadi pertimbangan masyarakat, salah satunya bagi kepala lingkungan 
kelurahan Lembo, adalah faktor kader serta partai yang tidak begitu aktif 
pada masa-masa pra-pemilu. Tapi kepala lingkungan kelurahan Lembo 
merasa bahwa hal tersebut masih perlu diselidiki lebih dalam. 
Apa yang dapat dijelaskan dari data-data tersebut, bahwasanya 
partisipasi politik masyarakat khususnya di kota Makassar semakin rendah 
dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, melihat 
Indonesia yang telah memasuki era reformasi, dimana kebebasan 
berpendapat dan memilih telah diselenggarakan. Dan tentunya menjadi 
pertanyaan besar bagi partai politik.  
                                                          
4
 Data Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2014 di kota Makassar. 
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Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh 
para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab adanya 
Golput. Pertama, persoalan administratif. Seorang pemilih tidak ikut 
memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak 
mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan 
sebagainya. Kedua, teknis Seseorang memutuskan tidak ikut memilih 
karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari 
pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan 
dan sebagainya. Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada 
politik (political engagement). Seseorang tidak memilih karena tidak 
merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau 
Pilkada sebagai hal yang penting. Keempat, kalkulasi rasional. Pemilih 
memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar 
memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu legislatif dipandang 
tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak 
ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya.5 
Selanjutnya penelitian lain yang menemukan hubungan antara 
rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga 
berkaitan dengan trust terhadap kandidat atau partai politik yang 
berkompetisi dalam pemilihan umum Mcdonald and Tolbert menemukan 
                                                          
5
 Eriyanto, Golput Dalam Pilkada, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007, dikutip dari 
www.lsi.co.id  (Goddeke, 2004; Yao & Murphy, 2007; Carter & Campbell, 2011).  
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bahwa partisipasi politik memiliki hubungan dengan persepsi pemilih 
terhadap partai politik. Jika persepsi pada partai politik tertentu positif 
maka tingkat partisipasi politik juga akan meningkat, begitu pula 
sebaliknya. Schildkraut berpendapat ada hubungan negatif antara 
persepsi terhadap partai politik dan partisipasi politik. Penelitian yang 
dilakukan oleh Mcdonald dan Tolbert memperkuat temuan sebelumnya 
bahwa persepsi merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. 
Penelitian yang dilakukan oleh Grönlund dan Setala menemukan 
bahwa ada hubungan yang positif antara trust dengan keputusan memilih 
di dalam pemilihan umum. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 
Dermody dan Scullion menyatakan bahwa trust mempengaruhi 51% 
perilaku memilih dan mengidentifikasi sikap politik sebagai tingkat 
kepercayaan pada pemerintah dan tokoh politik, efikasi politik para 
pemilih, serta tingkat sinisme masyarakat. Mereka mengidentifikasi 
dampak psikologis terhadap intensi memilih pada pemilih pemula di UK. 
Penelitian ini menghasilkan dampak dari sikap politik pada pemilih pemula 
terhadap perilaku politik mereka.  
Penelitian yang lain yang melihat hubungan antara tingkat 
kepercayaan kandidat terhadap perlilaku memilih adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Kemmelmeier menemukan dampak trust terhadap kandidat 
terhadap perilaku memilih, menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
trust dengan partisipasi memilih masyarakat. Penelitian yang hampir sama 
juga dilakukan oleh Ondercin dan White mengambil kesimpulan bahwa 
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trust terhadap kandidat tertentu dan tingkat pengetahuan tentang kandidat 
tersebut merupakan pedoman seseorang mempertimbangkan terlibat aktif 
dalam satu kegiatan politik, dalam 7 konteks ini partisipasi politik formal 
yaitu ikut berperan aktif dalam pemilihan presiden. Penelitian Carlin 
menjelaskan bahwa, tidak hanya keterpercayaan kandidat tertentu yang 
mampu mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat tapi 
keterpercayaan partai politik juga memberikan pengaruh terhadap tingkat 
partisipasi masyarakat dalam dunia politik, baik itu partisipasi politik formal 
seperti ikut serta dalam pemilihan umum, maupun aktivitas politik tidak 
formal. 
Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus yang penulis paparkan 
sebelumnya, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih jauh mengenai 
partisipasi politik masyarakat di kelurahan Lembo yang juga merupakan 
wilayah domisili penulis. Lebih spesifik, persepsi masyarakat mengenai 
partai golkar hari ini dengan melihat sejauh mana pemahaman 
masyarakat tentang partai politik khususnya partai golkar. 
Menurut penulis, hal ini menjadi menarik melihat semakin maraknya 
pertumbuhan partai politik. Tapi disatu sisi, partisipasi politik masyarakat 
semakin menurun dan ikut berpengaruh pada partai politik, seperti pada 
kasus partai Golkar. Partai golkar yang pada pemilu-pemilu sebelumnya, 
lebih jauh lagi saat rezim orde baru masih berkuasa, golkar adalah partai 
penguasa. Tapi beberapa pemilu sebelumnya, khususnya di kota 
Makassar, partai golkar dikalahkan oleh partai demokrat.  
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis coba 
merumuskan permasalahan menjadi beberapa pertanyaan diantaranya : 
1. Apa yang melatarbelakangi tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap partai Golkar di kelurahan lembo.? 
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 
kelurahan Lembo terhadap partai Golkar.? 
C. Tujuan penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai 
politik, khususnya partai Golkar. 
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi opini 
masyarakat atas partai politik. 
D. Manfaat penelitian 
 Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat. Baik manfaat secara 
teoritis maupun praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
manfaat seperti : 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti dan 
mahasiswa ilmu politik pada umumnya mengenai ilmu politik itu sendiri. 
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2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
khasanah penelitian di lingkup Unhas pada umumnya, dan di departemen 
Ilmu Sosial dan Politik pada khususnya. 
3. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk mengetahui tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada partai Golkar. Dan tentunya diharapkan 
dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik. 
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BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL  
  
 Untuk memberikan pagar dalam penelitian ini, penulis akan 
memaparkan beberapa konsep-konsep atau pemikiran yang digunakan 
sebagai pedoman dalam penelitian ini. Agar pembahasan tidak keluar dari 
jalur yang telah ditentukan. 
A. Perilaku Politik  
Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-
lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam 
masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan 
penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. 
Perilaku politik adalah proses timbal balik di dalam suatu negara antara 
pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak 
sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan 
keputusan politik tersebut. Perilaku politik juga adalah kegiatan-kegiatan 
yang memiliki hubungan dengan politik, atau disebut kegiatan politik. Oleh 
karena itu, perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga 
lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara 
biasa. Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-
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lembaga politik tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses 
politik, sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi 
politik. Jika dikaitkan dengan Pemilukada, warga negara biasa memiliki 
andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap 
masa depan daerahnya. 
Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor 
internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, 
kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti 
kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang 
mengelilinginya. Abdul Munir Mulkhan melihat perilaku politik sebagai 
fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku 
politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi 
dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat 
tersebut.10 Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Moh. Ridwan perilaku 
politik adalah: “Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan 
proses pemerintahan. 
Teori perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik 
yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan 
pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi dan tingkat 
partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diurai dalam tiga 
pendekatan utama yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan 
pilihan rasional. Perilaku politik juga bisanya dipahami sebagai tanggapan-
tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga 
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tindakan - tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, 
lobying, kaukus, kampanye dan demonstrasi). 
Setiap manusia pasti memiliki perilaku (tindakan) tersebut, yakni 
suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi dan juga fungsi kognitif dari 
manusia.13 Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat 
oleh empat syarat, yakni: 
a. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 
b. Terjadi pada situasi tertentu, 
c. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan 
d. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. 
Tindakan manusia merupakan sebagai hasil komulatif seluruh proses 
pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis dan efek dari faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, sedangkan perilaku pada 
dasarnya terarah pada tujuan yang dilakukan untuk memuaskan 
kebutuhannya sebagaimana dihayati dalam dunianya, yaitu dunia menurut 
penghayatannya. Dengan demikian, pengertian tindakan berkaitan 
dengan perilaku, dimana antara keduanya saling terikat dan faktor yang 
mempengaruhi perilaku adalah sama dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tindakan. Perilaku politik juga merupakan perilaku yang 
menyangkut persoalan politotoritas untuk mengatur kehidupan 
masyarakat ke arah pencapaian tersebut. Perilaku politik merupakan 
tindakan yang dilakukan oleh suatu subyek yang dapat berupa pemerintah 
juga masyarakat. 
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Selain itu, terdapat kaitan yang erat antara perilaku politik dan 
budaya politik. yaitu bahwa perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh 
situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi umum yang 
tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang bisa 
disebut peradaban politik. Artinya, perilaku politik tumbuh atas kesadaran 
yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau tentang 
ideologi negara yang sedang dianut di masyarakat tersebut serta interaksi 
yang muncul antara masyarakat, individu dan budaya politik tersebut. 
Proses politik akan melahirkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang 
dilakukan oleh individu dan kelompok yang kemudian akan 
disosialisasikan melalui transmisi kebudayaan, baik melalui pendidikan 
keluarga, kelompok-kelompok pergaulan, di lingkungan pekerjaan, 
interaksi melalui model media komunikasi massa, maupun interaksi politik 
secara langsung. Sehingga kemudian dapat memilahkan kategori budaya 
politik tersebut atas tiga pemilahan, yaitu budaya politik partisipan, budaya 
politik subyek dan budaya politik parokialik.16 Tipe budaya politik dalam 
tiga bentuk, yaitu : 
a) Budaya politik parokial, yaitu terbatas pada wilayah atau lingkup 
yang kecil, sempit atau yang bersifat provinsial.  
b) Budaya politik subyek, yaitu anggota, masyarakat mempunyai 
minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem 
sebagai keseluruhan terutama segi outputnya.  
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c) Budaya politik partisipan, yaitu suatu bentuk kultur di mana 
anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit 
terhadap sisitem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur 
dan proses politik serta administratif, dengan kata lain terhadap 
aspek input dan output dari sistem politik itu. 
Perilaku politik dalam Pemilukada selanjutnya disebut juga sebagai 
perilaku memilih. Dalam memahami perilaku pemilih, akan digunakan 
beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi 
dan pendekatan pilihan rasional 
a. Pendekatan Sosiologi  
Pendekatan Sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 
dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam 
pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial 
ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, 
pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.6  
Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan 
mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan 
mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuan politik dan dari Universitas 
Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab 
Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku 
pemilu di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, 
                                                          
6
 Dieter Roth 
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hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai 
terbentuknya sistem partai di eropa barat.  
Menurut Lazarfeld7 dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih 
hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat 
tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang 
pemilih.Setiap lingkarang social memiliki normanya sendiri dan kepatuhan 
terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol 
perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu 
menyesuaikan diri.  
Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan 
lingkungan sosialnya. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa 
karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang 
berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial 
seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, 
ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan 
perilaku pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan 
pendekatan Gerald Pomper dan Lipset.8  
Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial-
ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-
ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-
preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi 
                                                          
7
 Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. 2012. Bandung:Alfabeta 
8
 ibid 
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politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi 
sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas 
sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya. Jadi, menurut 
pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal 
sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk 
perilaku politik dari luar melaui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses 
sosialisasi yang dialami individu seumur hidupnya.  
Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu 
kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif 
tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali 
dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan 
bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan 
menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada 
kemungkinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik.9 
b. Pendekatan Psikologi  
Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan,10The 
Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada 
individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh 
Campbell, Gurin dan Miller.11 Berdasarkan pada hasil penelitian yang 
dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun 
sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu 
dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka 
                                                          
9
 Dieter Roth hal 23-26 
10
 Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. 2012. Bandung:Alfabeta 
11
 ibid 
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melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan 
persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari 
sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu 
dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimanya, maka besar 
kemungkinan calon tersebut dipilih.  
Penilain dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan 
seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi 
pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik  
lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua 
kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun 
lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan 
lain sebagainya.  
Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang 
mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, 
orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema.Pertama, identifikasi partai 
digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun 
politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi 
individu. Pengalaman pribadi danorientasi politik sering diwariskan oleh 
orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan 
perkawinan, dan situasi krisis.12  
Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang 
diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. 
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 ibid 
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Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan 
perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep 
ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau 
keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai  
yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan 
partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. 
Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap 
sebagai variable utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada 
pengelompokan sosial.   
Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya 
terhadap seorang kandidat karena produk dari “sosialisasi yang diterima 
seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun 
pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, 
khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”. Penganut 
pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari 
kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai 
kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap 
isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat.  
Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh 
sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu 
kandidat baik dalam kehidupan bernegara  maupun bermasyarakat. 
Beberapa indikator yang biasa  dipakai oleh para pemilih untuk menilai 
seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak 
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mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi 
kandidat. 
c. Pendekatan Pilihan Rasional   
Pendekatan Pilihan Rasional (rational choice) atau lazim disebut 
sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan 
berkebang setelah memperoleh konsesnsus yang menunjukkan adanya 
pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting 
yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key.13 Menurut key, yang 
menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, 
partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi 
negaranya, atau justru sebaliknya.  
Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan 
pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai 
yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah 
baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian 
ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang 
lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa bila 
dibandingkan dengan pendahulunya positif, maka mereka akan dipilih 
kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak 
akan dipilih kembali.   
Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 
kalkulasi untung dan rugi. yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” 
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 ibid 
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memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang 
diharapkan, tetapi hal ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama 
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.14  
Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih 
merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan 
dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, 
perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana 
disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru 
ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok 
atau pemimpin tertentu. Huntington dan Nelson15 menjelaskan mengenai 
spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis 
partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum yaitu : 
1) Partisipasi Otonom (Otonomous) Partisipasi otonom adalah jenis 
partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, 
keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide 
dan konsep tentang suatu hal pada pemeritah, mendirikan partai politik, 
menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada 
pemilihan umum, dan sebagainya.  
                                                          
14
 Ramlan Surbakti 2010. Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta. 
15
 Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (http://udin-note.blogspot.com/2013/09/ 
diakses pada mei 2014) 
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2) Partisipasi Mobilisasi. Partisipasi yang dimobilisasi lebih 
mengedepankan dukungan masyarakat terhadap melaksanakan program, 
baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang 
dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan 
terhadap partisipasi individu atau kelompok.  
3) Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan, “kemauaan rakyat 
untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang 
dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.”  Karena partisipasi 
politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling 
bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks 
tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara 
dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila 
diberi otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik 
secara derastis menuju partisipasi yang dimobilisasi.  
Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting 
daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung 
mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun 
bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh 
karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula 
ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.16 
Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala 
adat dan kepala suku), religious (pemimpin agama), patron-klien (tuan 
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tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat pemerintah, 
polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu berupa 
persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancamam 
paksaan. 
B. Believe System 
Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara 
dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya, B sebagai orang 
yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan A sebagai 
pemegang kekuasaan. B percaya sepenuhnya kepada A kalau A akan 
selalu bertindak dan berlaku baik. Dengan demikian, setiap keinginan A 
akan selalu dilaksanakan oleh B. kemungkinan sekali bahwa B sama 
sekali tidak mengetahui kegunaan tindakan-tindakannya itu. Akan tetapi, 
karena dia telah menaruh kepercayaan kepada si A, dia akan berbuat hal-
hal yang sesuai dengan kemauan A yang merupakan penguasa agar A 
semakin mempercayai B. Pada contoh tersebut, hubungan yang terjadi 
bersifat pribadi, tetapi mungkin saja hubungan demikian akan berkembang 
di dalam suatu organisasi atau masyarakat secara luas. 
Menurut Good, membangun kepercayaan adalah strategi 
menciptakan hubungan kerjasama dengan individu lain. Jika A 
mempercayai B untuk melakukan rencana C, maka A telah mempercayai 
B pada tahapan pertama, bahwa kepuasan tujuan A memerlukan B untuk 
melakukan C, dan tidak melakukan hal lain yang akan merugikan 
kepentingan A. sepertinya A tidak bekerjasama dengan B, tapi B sendiri 
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lah yang melakukan C, dan pada saat yang sama B tidak menaruh 
kepercayaan terhadap A. Akan tetapi, pada kesempatan lain hal ini 
menjadi terbalik. B mempercayai A untuk memberikan dukungan pada 
kondisi permintaan untuk melakukan C, dengan kata lain A melakukan 
kerjasama untuk menciptakan dukungan. Perilaku A dan B merupakan 
dasar terbentuknya kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah 
pihak.  
Adanya kepercayaan karena kedua pihak yang melakukan 
kerjasama saling memberi harapan. Trustor (orang yang memberi 
kepercayaan) mempercayai trustee (orang yang mendapat kepercayaan) 
melakukan suatu hal yang menjadi harapan trustor. Trustee mempercayai 
trustor untuk memberikan dukungan dalam memenuhi harapan trustor. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada harapan, maka tidak ada 
kepercayaan, dan jika tidak ada kepercayaan, maka tidak ada kerjasama. 
Jadi, timbulnya kepercayaan karena adanya harapan kedua pihak untuk 
menciptakan hubungan kerjasama. 
Kepercayaan (trust) adalah keyakinan individu akan kebaikan 
individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
untuk kepentingan bersama. Kepercayaan terhadap politisi ditekankan 
pada teori Job bahwa politisi dipercaya jika mereka memiliki sikap dan 
misi dalam organisasi politik, pemerintahan, dan orang-orang yang 
mampu menjalankan sistem pemerintahan. Menurut Moordiningsih, 
kepercayaan terhadap politisi adalah ketika rakyat memberi kepercayaan 
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dan harapan terhadap politisi yang mampu mengelola pemerintahan 
daerah maupun pemerintahan negara.  
Kepercayaan merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi 
secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, dimana kepercayaan 
merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh 
suatu situasi seseorang dan konteks sosialnya Falcone dan Castelfranci 
dalam Hidayat, misalnya ketika seseorang ingin memilih wakil rakyat. Ia 
akan lebih memilih kandidat berdasarkan pilihan dari orang-orang yang 
lebih ia percayai. Menurut Almond dan Verba kepercayaan terhadap 
politisi adalah ketika individu yang dermawan dipercaya memiliki dorongan 
untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Individu yang dipercaya 
merupakan agen pemerintah yang telah disetujui masyarakat.  
Di Indonesia, pengetahuan, nilai, dan perilaku merupakan bentuk 
aktualisasi dari kepercayaan dan warisan budaya leluhur seperti cerita 
dongeng, cerita rakyat, atau seni wayang dalam dua metode yakni tertulis 
seperti buku dan cerita dari mulut ke mulut. Politisi dianggap sebagai 
orang yang dipilih dan dapat diandalkan mengelola pemerintahan daerah 
maupun pemerintahan negara. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap 
politisi juga meliputi pengetahuan, nilai dan tata krama yang melekat pada 
politisi yang diceritakan dari orang tua dan guru. Jika Politisi mampu 
merespon tuntutan masyarakatnya mulai dari pemilu sampai di tingkat 
organisasi pemerintahan, maka masyarakat akan memberikan umpan 
balik berupa kepercayaan (trust). Mishler dan Rose Kepercayaan 
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masyarakat merupakan dasar tindakan seorang politisi dan merupakan 
konsekuensi berjalannya proses politik. Sementara Job menyatakan 
bahwa dasar kepercayaan tersebut bersifat relasional, yakni berdasarkan 
apa yang terjadi selama interaksi antara masyarakat dan politisi. 
Jika politisi dapat dipercaya pada umumnya, maka kepercayaan itu 
tetap ada meskipun beberapa politisi memiliki reputasi yang buruk. 
Kepercayaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan 
keberhasilan politisi dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Semua 
elemen masyarakat dan politisi harus mengadakan kerjasama untuk 
menciptakan kesejahteraan dan perbaikan untuk kepentingan bersama. 
Akan tetapi, jika kepercayaan terhadap para politisi masih rendah, 
mahasiswa tentunya memiliki alasan-alasan untuk tidak percaya terhadap 
politisi.  
C. Partai Politik 
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk 
wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai 
pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa 
dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan. 
Pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam pemilihan legislator, 
Presiden, Gubernur atau Bupati partai politik mempunyai peranan yang 
sangat penting. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai kendaraan politik 
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untuk digunakan oleh aktor politik dalam maju sebagai kontestan pemilu 
ataupun Pemilukada, walaupun ada yang dikatakan sebagai jalur 
independent, tetapi kebanyakan aktor politik menggunakan partai politik 
sebagai alat untuk mencapai tujuannya, karena partai politik lebih efisien. 
Ada beberapa definisi tentang partai politik yang dikemukakan oleh ahli 
ilmu klasik dan kontemprer, antara lain sebgai berikut: 
Menurut Carl J. Friedrich “Partai politik adalah sekelompok manusia 
yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 
mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan 
partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota 
partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (A political, party is 
a group of human beings, stabily organized with the objective of securing 
or maintaining for its leaders the control of a government, with the further 
objective of giving to members of the party, through such control ideal and 
material benefits and advantages)”.1017 
Sigmun Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, 
mengemukakan bahwa “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis 
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta 
merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau 
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (A 
political party is the articulate organization of society’s active political 
agents; those who are concerned with the control of governmental polity 
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29 
 
power, and who compete for popular support with other group or groups 
holding divergent views)”. Menurut Neumann, partai politik merupakan 
perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan 
ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. 
Selain beberapa ahli diatas, ahli lain yang juga turut merintis studi tentang 
kepartaian mendefinisikan partai politik sebagai berikut: 
Giovanni Sartori “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang 
mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu 
menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (A 
party is any political group that present at elections, and is capable of 
placing through elections candidates for public office)”.  
David E. apter mendefinisikan bahwa partai politik merupakan 
perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar-menawar, 
dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan 
publik di satu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah 
besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi 
diharapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih 
umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian 
yang lain yang tidak, tetapi semua itu merupakan bagian permainan 
partai. 
Hendarmin Ranadireksa mengungkapkan bahwa, Partai adalah 
organisasi politik, karena orientasi partai adalah pada cita-cita 
memperjuangkan visi atau ideologi tertentu, dalam skala negara yang 
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diyakini mampu menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya cita-cita partai 
hanya bisa terwujud apabila berhasil meraih kekuasaan melaui 
kemenangan dalam pemilu. Kekuasaan adalah sasaran partai untuk dapat 
mewujudkan cita-cita tanpa kekuasaan tidak lebih hanya sebagai wacana. 
D. Identifikasi Partai dan Perilaku Pemilih  
Identifikasi partai diartikan sebagai ikatan psikologis seseorang 
kepada suatu partai tertentu.28 Partai politik adalah organisasi yang 
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Partai adalah perkumpulan atau segolongan orang yang seasas, 
sehaluan, dan setujuan terutama dibidang politik. Identifikasi kepartaian 
adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu 
merupakan identifikasi psikologi tanpa pengakuan formal atau dinyatakan 
dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak dinyatakan dalam 
bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk 
mendukung suatu partai. Identifikasi partai telah diperoleh dari masa 
kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam kehidupan seseorang, 
tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa 
dewasa. 
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Peranan identifikasi partai mungkin menurun atau kurang signifikan 
untuk menjelaskan perilaku pemilih apabila faktor isu dan kandidat lebih 
dominan. Tetapi apabila individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang 
isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai 
akan sangat kuat. Sejarah identifikasi partai telah menjadi suatu konsep 
ekstensi yang digunakan dalam hubungannya dengan pemilih. Dasar 
pemikiran untuk itu telah dianggap stabil, menjadi penyebab utama 
pemilih untuk memilih dan kemampuannya untuk meramalkan secara 
lebih baik mengenai hasil pemilihan. 
Identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu memerlukan 
waktu yang lama melalui proses sosialisasi politik berupa transformasi 
nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlangsung secara terus 
menerus. Dalam masyarakat yang menggunakan nilai-nilai kepatuhan 
kepada atasan, orang tua, dan lain-lain, maka ikatan psikologis seseorang 
dengan partai politik tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sikap 
pimpinan masyarakat terhadap partai politik tersebut.  
E. Alur Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian dalam bab ini akan menjelaskan beberapa hal 
yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini seperti: lokasi penelitian 
dan waktu penelitian, tipe dan dasar penelitian, jenis data, teknik 
pengumpulan data, pemilihan informan dan unit analisis, serta teknik 
analisis data. 
A. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, 
yang akan memaparkan seluruh hasil penelitian secara deskriptif. Menurut 
Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang-orang atau 
perilaku yang diamati dari masyarakat tentang tingkat kepercayaan 
masyarakat kelurahan lembo. 
Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam 
situasi wajarnya. Masalah yang diungkapkan dapat disiapkan sebelum 
mengumpulkan informasi, akan tetapi bisa saja berubah selama penelitian 
berlangsung. 
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Penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data untuk di uji hipotesis 
atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian 
dikaji dari hasil penelitian penulis. Tipe yang paling umum dari penelitian 
ini adalah penelitian sikap, atau pendapat individu, organisasi, keadaan, 
ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan, survey, 
wawancara atau observasi. 
B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di kelurahan Lembo Makassar, hal yang menjadi 
pertimbangan, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
kelurahan Lembo merupakan salah satu lokasi yang sangat rendah tingkat 
partisipasi politik masyarakatnya. Hal inilah yang membuat penulis 
mengambil Kelurahan Lembo sebagai sampel lokasi penelitian.  
C. Sumber Data Penelitian 
Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 
adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan dua sumber data yaitu :  
1. Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 
petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi 
sumber data primer dalam penelitian ini adalah populasi atau 
informan dari beberapa kelompok. Diantaranya, kader partai golkar, 
tokoh masyarakat, dan informan terpilih yang tidak menggunakan 
hak suaranya. 
 
 
34 
 
2. Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
dengan cara mengumpulkan data dari buku, literature, artikel-artikel 
serta referensi lainnya yang berhubungan dengan partai golongan 
karya dan kemenangannya. Selain itu, juga terdapat situs-situs 
atau website yang telah diakses untuk memperoleh data yang lebih 
akurat. Data sekunder adalah data yang telah diolah dalam bentuk 
naskah atau dokumen.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
 1. Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam dalam hal ini, penulis mewawancarai 15 
orang terpilih dari setiap latar belakang pendidikan masyarakat yang ada 
di Kelurahan Lembo, menilai dari tiga faktor yang melatarbelakangi 
ketidakpercayaan masyarakat. wawancara dilakukan dengan menyusun 
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan ditanyakan 
kepada responden. Kemudian melihat sejauh mana masyarakat 
mengetaui partai Golkar dan tingkat kepercayaannya yang tentunya 
sesuai dengan informasi dari responden.  
E. Teknik Analisis Data  
Dari hasil penelitian, bersifat deskriptif dengan tujuan memberi 
gambaran mengenai situasi yang terjadi didalam lingkungan kelurahan 
lembo dengan menggunakan metode kualitatif. dilihat dari tingkat 
kepercayaan masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tingkat 
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kepercayaan masyarakat pada partai Golkar. Dari tiga faktor yaitu Faktor 
Sosiologi, Faktor Psikologi, Faktor Pilihan Rasional. 
 
 
 
BAB IV 
PROFIL KELURAHAN LEMBO DAN PARTAI GOLKAR 
A. Kelurahan Lembo  
Secara administrasi, Kelurahan Lembo termasuk dalam wilayah 
kecamatan Tallo Kota Makassar. Kelurahan Lembo adalah bagian dari 
pemekaran wilayah kelurahan Pannampu. Kelurahan ini berbatasan 
dengan kelurahan Bunga eja Baru. Keunikan dari kelurahan ini memiliki 
warga dengan pendidikan tinggi seperti Professor, Doktor dan lain-lain. 
Hal ini dikarenakan dalam kelurahan ini terdapat kompleks Unhas barayya 
yang menjadi universitas ternama di Indonesia Timur. Selain itu panti 
asuhan anak yatim dan terlantar. 
Kelurahan Lembo terdiri dari 5 RW dan 31 RT dengan luas wilayah 
0,33 km². Kelurahan Lembo memiliki 2.915 KK dengan jumlah penduduk 
11.065 jiwa yang terdiri dari 5.601 laki-laki dan 5.464 perempuan. Adapun 
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sarana prasarana di kelurahan ini yaitu masjid, gereja, sekolah, 
perusahaan, instansi pemerintahan, panti asuhan dan posyandu.18 
B. Sejarah Singkat Partai Golkar 
Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat 
Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan 
soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar 
didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang 
menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, 
serta nelayan.  
Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya 
dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang 
makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan 
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh 
politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah 
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal 
(Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) I, Desember 1965. 
Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena 
golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam 
Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional 
Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. 
                                                          
18
 http://kecamatantallo.blogspot.co.id/2014/12/selayang-pandang.html 
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Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang 
hingga mencapai 291 organisasi. 
Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu 
kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai 
kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik 
Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili 
kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai 
pemenang. 
Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal 
mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di 
luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 
34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan 
suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol 
yang berpegang kepada basis tradisional. 
NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai 
Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di 
Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara 
signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai 
ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali 
kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar 
mengubah dirinya menjadi Golkar. 
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Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini 
mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan 
mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar 
menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen 
Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai 
berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 
(HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). 
Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan 
sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-
aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga 
kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan 
tulang punggung rezim militer Orde Baru. 
Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh 
pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, 
jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir 
semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan 
Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui 
suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B 
untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar 
birokrasi. 
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Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian 
terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. 
Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini 
selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam 
pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi 
bergulir. 
Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. 
Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini 
kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat 
partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar 
dicerca di mana-mana. 
Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini 
kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan 
Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga 
mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia 
berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, 
inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup 
legendaris. 
Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi 
bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era 
Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke 
dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar 
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kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang 
pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. 
Pada pemilu legislatif 2009 suara Partai Golkar kembali turun ke 
posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam 
Munas VIII di Pekanbaru, Riau, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua 
umum menggantikan Jusuf Kalla.. 
Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2014 meraup 14,75% suara 
atau 16,3% kursi parlemen dan berada di posisi kedua di bawah PDI 
Perjuangan. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie 
mengelar Munas IX di Nusa Dua, Bali, padai 30 November - 3 Desember 
2014.  Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum 
Partai Golkar periode 2014-2019 dengan mendapat dukungan 100 persen 
dari pemilik suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX tersebut. 
Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh 
Partai Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan 
Agung Laksono hasil Munas Ancol, Jakarta. Setelah mengalami dinamika 
lebih dari setahun, dualisme tersebut kemudian berakhir dengan 
keluarnya SK Menkumham yang “menghidupkan” kembali kepengurusan 
Partai Golkar hasil Munas Riau yang diselenggarakan pada 2009 lalu. 
Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat 
Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang 
menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham 
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Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. 
Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang 
untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang 
demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. 
 
 
C. Visi dan Misi Partai Golkar 
Paradigma Baru Partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, 
misi, dan platform politik. Di dalam perumusan Paradigma Baru ini ada 
terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek 
pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, 
dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk 
tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya dan kekaryaan.19 
Pembaharuan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan 
sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai 
Golkar yang mandiri, demokratis, kuat soild, berakar, dan responsif. 
Dengan Paradigma Baru maka Partai Golkar diharapkan menjadi partai 
politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak 
lagi sebagai “Partainya Penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi 
mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan. 
                                                          
19
 https://sulsel.partaigolkar.or.id/visi_misi 
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Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang 
berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jatidiri dan watak Golkar 
sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada point keempat 
dari Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya, etos atau semangat pembaruan 
pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai Golkar sejak 
kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. 
Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan 
pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut. 
Paradigma Baru Partai Golkar ini telah mulai diwujudkan melalui 
pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan 
organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap 
organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar. 
Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam 
pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi 
pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai Golkar karya yang baik 
dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau 
gagasan semata. Karya kekaryaan adalah perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk 
mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga amal 
shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-
agama. 
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Oleh karena doktrin inilah Partai Golkar senantiasa prihatin 
menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan 
tidak sehat di antara berbagai partai politik yang membawa terjadinya 
konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing partai politik 
berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, 
sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat 
dari kecenderungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum 
untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi. 
Kegandrungan (euphoria) untuk menjadikan politik sebagai panglima 
kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada 
pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. 
Sebagai akibatnya rakyat terjerumus ke dalam kemiskinan dan 
keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik. 
Dalam suasana seperti itulah Partai Golkar tampil dengan doktrin 
karya kekaryaan karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-
kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa. 
Adapun visi partai Golkar yaitu, terwujudnya masyarakat Indonesia 
yang bersatu, berdaulat, maju, modern,  damai, adil,  makmur,  beriman 
dan berakhlak mulia,  berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. 
Sedangkan misi, yaitu : 
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1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan 
pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan 
masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, 
menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi 
manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan 
yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Pada bab ini, penulis akan memberikan hasil dari penelitian yang 
sudah penulis lakukan menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap partai Golkar. Dalam penelusuran mencari data-data dalam hal 
ini menwawancarai setiap informan-informan terpilih menunjukkan bahwa 
masyarakat kelurahan lembo tidak percaya lagi akan partai politik 
ksususnya partai golkar, beberapa informan menuturkan 
ketidakpercayaan mereka dari segi aktor/ kader partai yang tak mereka 
kenal, kurangnya pengenalan partai di setiap wilayah terpencil seperti di 
lorong-lorong, ketidakmunculan kader partai disetiap wilayah, khusus 
partai golkar hanya ada pada wilayah Ibu Kota Provinsi, Kabupaten dan 
Kelurahan.  
Keterlibatan kasus pada internal partai, terjadinya masalah akibat 
ulah kader terpilih  meresahkan sebagian banyak masyarakat membuat 
ketidakpercayaan masyarakat kian hari memudar, menjadikan mereka 
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apatis untuk memilih, mereka lebih memilih sikap apa yang kader berikan 
dan apa yang menguntungkan bagi mereka dalam hal ini pilihan rasional.   
Penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi 
tingkat kepercayaan masyarakat kelurahan Lembo terhadap partai Golkar. 
Untuk mengetahui hal tersebut, penulis melakukan wawancara mendalam 
kepada 15 orang responden yang dipilih berdasarkan beberapa kategori 
yaitu kelompok muda (usia 19-26 tahun), Informan dengan tingkat 
pendidikan SD-SMP, dan informan dengan tingkat pendidikan 
SMA/sederajat-Perguruan tinggi.  
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tingkat Kepercayaan 
Masyarakat Pada Partai Golkar 
Berdasarkan sikap salah satu kelompok masyarakat, tepatnya 
kelurahan Lembo, dalam konteks ini parpol harus kembali pada fungsi 
awal, kodratnya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah 
untuk menyampaikan apa yang menjadi input dari masyarakat. Parpol 
bukan hanya sekedar alat penggeruk dukungan masyarakat untuk 
legitimasi kekuasaan tapi juga harus mampu menjalankan fungsinya 
sebagaimana mestinya.  
Dalam hal ini partai politik, yaitu Golkar, kehilangan fungsi-fungsinya 
dengan benar dan tepat, yang meliputi: fungsi agregasi, fungsi artikulasi, 
fungsi edukasi dan fungsi rekrutmen. Oleh karena itu, faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Lembo terhadap partai 
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Golkar dapat dikategorikan menjadi tiga, diantaranya Faktor Sosiologis, 
Psikologis dan Pilihan Rasional. 
1. Faktor Sosiologis 
Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan perilaku dan 
persepsi politik dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, persepsi 
seseorang dalam menentukan sikap politik dipengaruhi latar belakang 
demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-
desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Persepsi 
masyarakat di kelurahan Lembo dalam menentukan sikap politiknya pada 
partai Golkar, juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis. 
Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Informan, 
beberapa diantaranya menyatakan persepsinya terhadap partai Golkar 
atas dasar dari Informasi yang ditemukan dalam wilayah pergaulannya. 
Misalnya, Informasi yang diperoleh dari kelompok lanjut usia tentang 
bagaimana sepak terjang partai Golkar hari ini. Pada pemilihan umum 
tahun 2014, Informan dalam kategori ini menyatakan tidak memilih partai 
Golkar, termasuk kader partai karena orang-orang yang berada di 
lingkungannya juga tidak memilih partai Golkar atas dasar 
ketidakpercayaan.  
 Salah satu dari mereka Bachtiar A. S.SOS, menyatakan:  
“Pada pemilihan umum 2014 lalu, saya tidak menjatuhkan pilihan 
kepada kandidat dari partai Golkar karena orang-orang, termasuk 
tetangga dan keluarga saya menjatuhkan pilihan pada partai lain”.20 
 
                                                          
20
 Hasil wawancara dengan Bachtiar A. S.SOS pada 23 Juli 2017 
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Tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Iman Afrizal, sebagai 
berikut:  
“Semua keluarga saya tidak memilih calon dari partai Golkar, 
makanya saya secara pribadi tidak memilih juga, walaupun bos 
ditempat saya bekerja salah satu dari anggota partai golkar”.21  
 
Pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Bachtiar dan Iman 
menunjukkan perilaku yang didasarkan atas kedekatan terhadap orang-
orang dilingkungannya. Perilaku ini disebabkan karena mereka tidak 
memiliki cukup informasi untuk membangun persepsinya sendiri atas 
kondisi politik hari ini. Sehingga ketidakpercayaan terhadap partai Golkar 
dipengaruhi oleh lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di 
tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orang tua.  
 Terkait keterbatasan informasi yang didapatkan, diutarakan oleh 
Syamsul Bahri bahwa:  
“Saya tidak begitu tahu banyak soal partai Golkar, di lingkup 
kelurahan saja saya tidak begitu tahu siapa saja kadernya. Informasi 
terkait partai Golkar juga hanya saya ketahui apabila publik sedang 
ramai membicarakan di media sosial. Sehingga terkait politik, 
khususnya pendapat saya soal Golkar, lebih banyak mendengarkan 
obrolan orang-orang. Apalagi sekarang sudah memasuki musim 
politik, dan orang-orang sedang ramai membicarakan Golkar, entah 
karena calonnya maupun kasus korupsinya”.22  
 
Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih kelompok muda tidak 
tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik dari kader partai Golkar 
yang ada di wilayah kecamatan Tallo. Absennya kader partai dalam 
melakukan kerja-kerja kampanye dan edukasi di kalangan pemilih muda, 
membuat kelompok ini menyandarkan informasi dari obrolan terkait partai 
Golkar di lingkup tempat tinggalnya maupun di media sosial. Hal ini 
                                                          
21
 Hasil wawancara dengan Imam pada 23 Juli 2017 
22
 Hasil wawancara dengan syamsul pada 23 Juli 2017 
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sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Munroe bahwa prilaku politik 
bukanlah merupakan variabel mandiri, namun dapat dipengaruhi oleh 
perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.  
Saat penulis coba menanyakan lebih jauh terkait pendapat informan 
soal partai Golkar secara garis besar, termasuk kader partai, baik ditingkat 
nasional maupun lokal, salah satu informan, Gilang Apriadi Ramadhan, 
menuturkan bahwa terkait Golkar, ia seringkali mendengarkan obrolan 
maupun diskusi seputar partai politik di salah satu kampus tempat ia 
sekolah dan ditempat dia bekerja.  
“ Terkait kader Golkar sudah diketahui dari dulu, memang banyak 
yang tersandung kasus korupsi, dan sekarang juga begitu. Kalau 
saya dengar dari diskusi mahasiswa-mahasiswa aktivis di kampus 
saya dulu, Golkar memang partai yang sangat korup, karena katanya 
merupakan antek orde baru. Karena penasaran dengan apa yang 
saya dengar, saya kadang mencari tahu melalui internet. Dan 
memang sampai sekarang saya tidak pernah berpihak pada partai 
Golkar”.23  
 
Selebihnya, Informan yang masuk dalam kategori pemilih muda 
menyatakan tidak tertarik sama sekali dengan politik, bahkan tidak 
memiliki niat sama sekali untuk mencari tahu. Tapi setelah lebih jauh 
mencari latar belakang dari sikap tersebut, lebih condong dipengaruhi 
oleh faktor pekerjaan.  
 Januar Putra menjelaskan : 
“ Terkait politik, lebih khusus partai Golkar, saya sama sekali tidak 
tertarik dengan hal tersebut. Sehari-hari saya hanya berkutat dengan 
pekerjaan. Begitupun dengan semua teman-teman kantor saya, tidak 
ada yang punya kesempatan untuk mencari tahu soal politik”.24   
                                                          
23
 Hasil wawancara dengan Gilang pada 23 Juli 2017 
24
 Hasil wawancara dengan Syamsul pada 23 Juli 2017 
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Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan persepsi politik 
seseorang atau kelompok dalam kaitan dengan konteks sosial. 
Konkretnya, pilihan seseorang dalam  pemilihan umum dipengaruhi latar 
belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat 
tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan 
agama. 
Dari uraian diatas tergambarkan bahwa konteks sosiologis 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kelompok orang 
muda atas partai Golkar. Kondisi lingkungan, baik keluarga maupun 
lingkup yang lebih luas, menjadi faktor utama dari sikap politik mereka. 
Selain lingkungan, akses terhadap informasi dan aktifitas keseharian 
dalam lingkup pekerjaan, menjadi faktor penentu.  
Akses informasi yang sangat minim terhadap partai Golkar menjadi 
salah satu penyebab rendahnya pengetahuan kelompok muda terhadap 
partai Golkar. Informasi terkait partai Golkar hanya didapatkan melalui 
internet dan obrolan dari lingkungan sekitar mereka. Ditambah dengan 
tidak adanya kerja-kerja edukasi dan kampanye dari kader-kader partai 
Golkar ditingkat kecamatan maupun kelurahan, melahirkan persepsi yang 
cenderung tidak berpihak atau tidak percaya pada partai Golkar itu sendiri.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan sikap politik 
kelompok muda di kelurahan Lembo, tidak dapat dipisahkan dari 
kecenderungan politik kelompok-kelompok lain di lingkungan kelurahan 
maupun lingkungan tempat mereka mengakses pergaulan sosial. 
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2. Faktor Psikologis 
Dalam penelitian ini, faktor psikologis sangat berpengaruh utamanya 
pada kelompok masyarakat yang menempuh pendidikan hingga jenjang 
SMA/sederajat dan telah melalui beberapa pengalaman dalam pemilihan 
umum. Persepsi terhadap partai Golkar dibangun dengan pertama-tama 
mengidentifikasi kader atau kandidat yang diusung oleh partai Golkar 
dalam pemilu. 
  Salah satu Informan, Amrullah B.F, menuturkan bahwa : 
“Secara pribadi saya tidak pernah aktif mendukung gerakan-
gerakan partai Golkar karena pertimbangan atas beberapa calon 
legislatif yang diusung oleh partai Golkar, sampai saat ini saya tidak 
lagi menaruh kepercayaan terhadap partai Golkar. Saat itu, tepatnya 
saat pemilu 2009 kader-kader Golkar banyak melakukan kecurangan 
dalam pemilu, khususnya di kecamatan Tallo”.25  
 
Pernyataan diatas menunjukkan tidak terima atas kelakuan kader 
partai Golkar yang kemudian melahirkan persepsi yang negatif terhadap 
partai Golkar itu sendiri. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh 
Andi Baso, yang juga merupakan salah satu informan, ia menyatakan 
tidak percaya pada partai Golkar sebab partai tersebut hanya sibuk ketika 
menjelang pemilu.  
Ungkapkan oleh Andi Baso saat diwawancarai :  
“Kader partai yang ada di kelurahan Lembo hanya akan aktif 
berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya apabila musim 
pemilu tiba. Saat ini saya mengamati kader mereka mulai aktif lagi 
karena kadernya, Nurdin Halid, akan maju sebagai calon 
gubernur”.26  
 
                                                          
25
 Hasil wawancara dengan Amrullah pada 24 Juli 2017  
26
 Hasil wawancara dengan Baso pada 24 Juli 2017 
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Dua pernyataan diatas menggambarkan, selain ketidakberterimaan, 
pernyataan tersebut mengandung unsur evaluasi terhadap kinerja partai 
Golkar dalam mencetak kader-kader yang harusnya mampu melakukan 
kerja-kerja yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di lingkungannya, 
baik dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam momen tertentu.  
Lebih spesifik, salah seorang Informan, Jamaluddin, menyatakan 
tidak percaya pada partai Golkar karena ketua umum yang diusung, selalu 
saja orang-orang yang tersandung banyak persoalan.  
Jamaluddin menuturkan :  
“ Sebelum Setya Novanto, Aburizal Bakri adalah orang yang harus 
bertanggung jawab terhadap tragedi lumpur lapindo, tetapi diangkat 
menjadi ketua partai. Setelah Bakri, ada Setya Novanto, yang 
sebelumnya dicurigai terlibat kasus korupsi. Akhirnya terbukti bahwa 
ia benar-benar terlibat dan akhirnya menjadi tahanan KPK”.27 
  
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Arman : 
 “menyatakan tidak percaya pada partai Golkar karena pada 
pemilihan gubernur 2018 mendatang, Golkar mengususng Nurdin 
Halid sebagai calonnya. Menurutnya, Nurdin Halid adalah sosok 
yang sangat tidak berkompeten. Karena beberapa lembaga yang ia 
pimpin, terbukti tidak dapat berkembang. Bahkan terjadi banyak 
masalah. Salah satu contohnya adalah saat Nurdin Halid memimpin 
PSSI”. 
  
 Adapun tanggapan lain terhadap partai Golkar, diungkapkan oleh 
Adi Surya :  
“mengaku tidak begitu paham terhadap partai Golkar tapi pada 
pemilihan gubernur yang sebelumnya ia menjatuhkan pilihan pada 
Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, Syahrul Yasin Limpo adalah 
sosok yang berwibawa dan beberapa programnya sangat 
kontekstual dengan kebutuhan masyarakat”.  
  
Pandangan ini menunjukkan adanya sikap dualisme dalam 
memandang partai Golkar. Disatu sisi tidak paham dengan partai Golkar, 
                                                          
27
 Hasil wawancara dengan Jamaluddin pada 24 Juli 2017 
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tapi percaya pada salah satu kadernya dikarenakan sosok dari kader 
tersebut, yang menurutnya kharismatik. Tapi saat ditanya lebih spesifik 
soal pandangannya terhadap partai Golkar, ia menuturkan Pilihan saya 
pada bapak Syahrul Yasin Limpo tidak berarti saya percaya pada partai 
Golkar. Itu dua hal yang sangat berbeda.28 
Penilaian para informan terhadap partai Golkar yang dibangun dari 
pengamatan atas kader dan orientasi partai dijelaskan oleh Oleh Richard 
Rose dan dan Ian Mc. Allicer, bahwa , pendekatan psikologis pada tiga 
aspek psikologi sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada satu 
parpol, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.29 
Dari seluruh penjelasan para informan, tergambarkan bagaimana 
orientasi terhadap kandidat dan parpol, mempengaruhi psikologi informan 
yang kemudian membentuk persepsi. Pengamatan dalam kehidupan 
sehari-hari, serta pengamatan ketika musim pemilu tiba pada kader partai, 
yang kemudian direfleksikan dengan pengalaman, mempengaruhi secara 
garis besar psikologi para informan.  
Menurut penulis, dalam prakteknya, pendekatan psikologis saling 
berkaitan dengan pendekatan sosiologis. Seseorang yang memilih  
seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan  
agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap  
faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat 
yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan 
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faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, 
pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis. Seperti 
yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan psikologi dimasudkan 
untuk melengkapi pendekatan sosiologi yang kadang-kadang dari segi 
metodologi agak sulit menentukan kriteria pengelompokan masyarakat. 
3. Faktor Pilihan Rasional  
Untuk faktor pilihan rasional, ada beberapa informan yang 
menjelaskan sikap politiknya terhadap partai politik, khususnya partai 
Golkar yang dibangun atas pandangan terhadap kinerja partai dalam 
mewujudkan program-programnya yang dikatakan akan memajukan 
masyarakat.  
Untuk kelompok ini, rata-rata mengaku bahwa terkait persepsinya 
terhadap partai politik, mereka akan berpihak pada partai yang dianggap 
akan mampu membawa kesejahteraan pada dirinya dan keluarganya. 
Khusus untuk partai Golkar, bagi mereka, tidak ada gebrakan-gebrakan 
yang berpihak pada masyarakat  biasa. 
 Salah seorang Informan Andi Ismail, mengatakan bahwa :  
“pada pemilu 2009 dan 2014 ia mendukung calon yang diusung 
oleh partai Golkar karena faktor kedekatan personal. Tetapi pasca 
duduknya calon tersebut di kursi legislatif, semua Janji yang pernah 
diutarakan tidak ada satupun yang direalisasikan”.  
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Andi Rimba Patawari, ia 
menuturkan bahwa :  
“dulu di kelurahan Lembo banyak orang yang mendukung caleg 
dari partai Golkar. Tapi ternyata caleg-caleg itu cuma janjinya saja, 
tidak ada yang bisa direalisasikan. Padahal kecamatan Tallo, 
termasuk kelurahan Lembo dulunya adalah basis partai Golkar”.30 
                                                          
30
 Hasil wawancara dengan Andi Ismail, Andi Rimba Patawari, dan Irwan pada 24 Juli 2017 
 
 
55 
 
 
Lebih spesifik, Irwan yang juga salah seorang Informan menuturkan 
bahwa :  
“pada pemilihan gubernur tahun 2013, ia tidak memilih calon dari 
partai Golkar, yaitu Syahrul Yasin Limpo. Hal itu dikarenakan banyak 
program yang ia tawarkan tidak terealisasikan, beberapa diantaranya 
adalah pendidikan dan kesehatan gratis”.  
 
Disinilah kita dapat melihat adanya perilaku yang rasional pada 
masyarakat. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi 
utama masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Menurut 
key, yang menentukan pilihan dan sikap politik adalah didasarkan atas 
sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi 
dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.31 
Melihat kecenderungan masing-masing informan menetapkan 
pilihannya secara retrospektif yaitu dengan menilai apakah kinerja partai 
yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah 
baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian 
ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang 
lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa bila 
dibandingkan dengan pendahulunya positif, maka mereka akan dipilih 
kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak 
akan dipilih kembali. 
Pertanyaan lebih lanjut diberikan kepada informan mengenai apakah 
pada saat pemilihan mereka pernah memperoleh imbalan berupa uang 
atau barang-barang dari calon maupun tim sukses calon tersebut. 
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Pertanyaan ini terkait, konsep pilihan rasional yang menjelaskan bahwa 
pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 
kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” 
memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang 
diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama 
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih 
Saat ditanya hal yang lebih spesifik, apakah calon-calon dari partai 
Golkar memberikan semacam imbalan apabila masyarakat berjanji akan 
memilih mereka. Nai’ dan Ipul menjelaskan bahwa berdasarkan 
pengalaman mereka, memang ada yang melakukan hal semacam itu tapi 
tidak semua calon dari partai Golkar melakukan politik uang. 
 Salah satu kutipan wawancara dengan Nai’ : 
“Kemarin-kemarin memang ada beberapa, bahkan saya pribadi 
sempat mengambil amplop tersebut. Karena pengalaman beberapa 
pemilu, kami tahu, amplop itu cuma penikmat sesaat. Sehingga ke 
depannya secara pribadi saya tidak akan memilih calon yang 
mengedepankan imbalan sesaat, termasuk calon dari partai 
Golkar.”.32  
 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian amplop yang berisi 
uang mempengaruhi pilihan pemilih dimana ia akan menjatuhkan 
pilihannya. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pada pemilu 
sebelumnya dan melihat bagaimana capaian calon yang ia dukung karena 
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berdasarkan imbalan, informan mengaku bahwa ke depannya imbalan 
sesaat tidak akan menjadi faktor utama mengenai pilihan politiknya. 
Meskipun banyak diantara mereka mencoba memberikan alasan 
yang rasional  dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang 
ditawarkan  oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi 
politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak sekadar memandang 
uang atau barang sebagai acuan utama dalam memilih. 
B. Kinerja Partai Golkar di Kelurahan Lembo   
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kader partai 
Golkar di kecamatan Tallo, menurut Informan kader partai golkar di 
wilayah kelurahan Lembo bisa dikata tidak aktif lagi bersosialisasi di 
masyarakat. Pasca pemilu 2014, Golkar Makassar tidak begitu aktif lagi 
melakukan kerja-kerja perekrutan kader muda. Termasuk Golkar 
kecamatan Tallo. 
Tetapi menjelang pemilihan gubernur 2019, golkar kembali aktif 
untuk melakukan perekrutan kader muda melalui program 1000 posko di 
seluruh kelurahan di kota Makassar. Hal ini dibenarkan melalui 
pemberitaan Makassar Today dimana pimpinan baru Golkar Makassar 
yaitu Farouk M. Betta mensosialisasikan program 1000 posko di kota 
Makassar untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon walikota 
serta upaya memenangkan calon gubernur dari partai Golkar, yaitu Nurdin 
Halid. 
 Amri menjelaskan :  
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“ Saat ini partai Golkar Makassar sedang berfokus untuk 
memenangkan Farouk M.Betta menjadi Walikota Makassar serta 
Nurdin Halid menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu kita 
berupaya untuk menjalankan program-program lainnya seperti 
penanaman 1000 pohon dan mengembangkan UKM”.33  
 
Informan menegaskan bahwa khusus di kelurahan Lembo belum ada 
program yang signifikan untuk saat ini. Karena tidak hanya di Kecamatan 
Tallo, di kecamatan lain para kader dihimbau untuk fokus mensukseskan 
pemilu 2019. Saat ditanya mengenai dampak penetapan ketua umum 
Golkar terhadap kinerja kader partai, termasuk di kecamatan Tallo, 
Informan menuturkan bahwa hal itu tidak memberi efek terhadap kinerja 
kader untuk menjalankan program utamanya memenangkan dua tokoh 
Golkar dalam pemilu mendatang.  
Parpol yang harusnya menjadi institusi utama pengembangan 
demokrasi seringkali juga mengalami konflik sebagai akibat tidak 
berjalannya mekanisme demokrasi di dalamnya. Banyak parpol baru 
bermunculan sebagai akibat dari konflik internal dan ini semakin 
menyulitkan terbentuknya parpol yang meIembaga hingga ke tingkatan 
grass-roots. Demikian juga, parpol yang harusnya bisa menyiapkan kader-
kader terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan publik  ternyata sebagian 
besar diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki modal kekuasaan dan 
kedekatan dengan pimpinan. Oleh karenanya tidak mengherankan jika 
sumber daya manusia di parpol dapat dikatakan buruk kualitasnya sebab 
meritokrasi ataupun sistem career pathing tidak berjalan baik. 
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Lebih jauh, akumulasi dari semuanya, Partai Golkar yang hanya 
sibuk dengan urusan internal partai, ini bisa membawa pada  
permasalahan kekuasaan negara, kelangsungan pemerintahan, serta 
stabilitas politik secara menyeluruh. 
Oleh karena itu, dalam hal ini penulis melihat bahwa partai Golkar 
kehilangan beberapa fungsi-fungsinya, yaitu fungsi pendidikan/kaderisasi 
serta fungsi untuk menopang proses berdemokrasi di Indonesia. Maka 
menjadi hal yang wajar apabila proses berdemokasi di Indonesia tidak 
berjalan pada koridornya apabila partai politik, termasuk partai Golkar, 
tidak mengambil peran sebagaimana mestinya dalam negara demokrasi 
seperti Indonesia.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan semua informan, 
dapat tergambarkan sebuah sikap tidak percaya terhadap partai politik, 
termasuk Golkar. Beberapa Informan yang menempuh pendidikan dari 
SMA/sederajat hingga ke perguruan tinggi, membangun 
ketidakpercayaannya melalui sepak terjang partai kader partai Golkar 
dalam kehidupan sehari-hari dan saat musim pemilu tiba. 
Untuk kategori kelompok muda, membangun persepsinya atas partai 
Golkar melalui pengamatan melalui media massa, televisi hingga media 
sosial. Selain melalui media, akses informasi melalui pergaulan sehari-hari 
baik di lingkungan kelurahan maupun tempat bekerja ikut berpengaruh 
pada persepsi atas partai Golkar. 
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Sedangkan untuk Informan yang menempuh pendidikan dari SD-
SMP (wajib belajar 9 tahun), yang juga menyatakan ketidakpercayaannya, 
dibangun dari pengalaman mendukung calon legislatif partai Golkar yang 
kemudian tidak membuahkan apa-apa untuk dirinya sendiri dan untuk 
masyarakat di lingkup kelurahannya. 
Menurut hemat penulis, berdasarkan penuturan seluruh Informan, 
semua partai politik yang pernah dan masih berkesempatan memimpin 
rakyatnya dalam pemerintahan, termasuk Golkar, gagal memberikan 
kepercayaan terhadap pemiliknya yaitu rakyat.  
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah, 
ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan 
persepsi masyarakat Kelurahan Lembo terhadap partai Golkar, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Faktor sosiologis, tidak sedikit kelompok muda yang menunjukkan 
sikap dan persepsi ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana faktor 
lingkungan sekitar dan akses terhadap informasi, baik dari mulut ke mulut 
maupun melalui internet menjadi faktor utama bagaimana kelompok ini 
membentuk persepsinya dan menyatakan sikap atas partai Golkar hari ini. 
2. Faktor psikologis, dalam penelitian ini informan menunjukkan 
perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. 
Hai itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara 
faktor sosiologis dan psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini 
dilatar belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana masyarakat dalam 
menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat dan 
kemudian menentukan sikap.  
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3. Pendekatan pilihan rasional, informan yang menunjukkan model 
pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang bersikap dengan 
melihat program yang ditawarkan oleh partai maupun kandidat dari partai 
tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, 
keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang 
kandidat. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak sedikit diantara 
informan yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka 
tunjukan dari setiap keputusan memilih.  
4. Dari seluruh persepsi dan sikap para Informan, tidak bisa dilepaskan 
dari kondisi politik, lebih khusus mengenai kondisi internal partai Golkar. 
Kondisi nasional Golkar hari ini mengalami beberapa masalah, salah 
satunya adalah kasus korupsi. Selain itu, di wilayah kota Makassar, 
program-program partai Golkar hanya diutamakan untuk memenangkan 
calon gubernur dan walikota yang diusung oleh partai tersebut. 
VI.2. Saran 
Adapun saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah : 
1. Partai politik, khususnya partai Golkar mesti lebih aktif dalam 
menjalankan program-program yang berkaitan langsung dengan 
kesejahteraan masyarakat. 
2. Partai Golkar mesti aktif melakukan pendidikan politik, khususnya 
pada kelompok-kelompok muda yang cenderung dapat dikatakan 
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rentan terhadap situasi politik. Karena persepsi atas politik 
dibangun dari informasi yang kadang belum tentu benar adanya.  
3. Kader /calon dari partai khususnya partai Golkar harus ikut dan 
memperlihatkan diri agar masyarakat mengetahui setiap program 
yang dilakukan partai Golkar.  
4. Ketidakpercayaan masyarakat harus diubah agar partai politik 
khusunya  partai Golkar kembali dipercaya.   
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